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Clajar/ivianasiswa

(selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PEMOHON)

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) terhadap Pasal
406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun permohonan ini diajukan dengan uraian dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam

bagian-bagian berikut.
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KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa Dalam hal suatu Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Pengujian Undang-Undang adalah
perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
Undang tentang Mahkamah Konstitusi”



7. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek
Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

8. Bahwa objek Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon
adalah Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), khususnya frasa
“melanggar kesusilaan™ serta frasa “yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan” sebagaimana
dimaknai dalam Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 406
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori II, Setiap Orang yang:
a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang
hadir tersebut.
Penjelasan Pasal 406
Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan
mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan
dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut
dilakukan.

9. Bahwa menurut Para Pemohon, frasa “melanggar kesusilaan™ serta frasa “yang
bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu
perbuatan tersebut dilakukan” sebagaimana dimaknai dalam Penjelasan Pasal 406
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya dan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa menurut Para Pemohon, penggunaan konsep “nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat” sebagai ukuran dalam menentukan perbuatan melanggar kesusilaan
berpotensi menimbulkan perbedaan standar penilaian hukum antar wilayah dan waktu,
sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan norma pidana
sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

11. Bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon merupakan permohonan pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan

memutusnya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau  kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah
Konstitusi menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”



3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Nomor [1/PUU-V/2007 telah menetapkan syarat kerugian konstitusional Pemohon,
yaitu:

1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian;

3. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

Pasal 4

1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;

2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

4. lembaga negara.

2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu
apabila:

1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan

oleh UUD NRI Tahun 1945;



2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
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atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi,

4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

5. Bahwa sebagaimana uraian di atas terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi Para

Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan

pengujian Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu:

1.

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga
memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

sebagai warga negara Indonesia, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: Negara Indonesia
adalah negara hukum. Serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam negara hukum, setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas,
dan dapat diprediksi agar warga negara mengetahui batasan perbuatan yang
dilarang oleh hukum pidana.

Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum pidana
nasional, termasuk ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, khususnya frasa “melanggar kesusilaan™ sebagaimana dimaknai
dalam Penjelasan Pasal 406, menggunakan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Yang mana
menurut para pemohon penggunaan ukuran tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum karena standar kesusilaan dapat berbeda antara masyarakat,
wilayah, dan waktu tertentu.

Kondisi tersebut dapat menempatkan Para Pemohon sebagai warga negara dalam
situasi di mana batasan perbuatan yang dapat dipidana tidak sepenuhnya dapat
diprediksi secara rasional, sehingga berpotensi mempengaruhi jaminan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu terdapat hubungan antara keberlakuan norma a quo dengan
potensi kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara.

Dengan demikian Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang
memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) juncto
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa Para Pemohon adalah Lodovikus Ignasius Lamury, Chris Melda Bani, dan
Melianus Alopada, yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia, sebagaimana
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing (Bukti P-1, Bukti P-2, dan
Bukti P-3).

7. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara tunduk pada hukum pidana nasional dan
berada dalam jangkauan berlakunya norma Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. \

8. Bahwa Pemohon I (Lodovikus Ignasius Lamury) dan Pemohon II (Chris Melda Bani)
adalah warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan advokat dan lulus
ujian profesi advokat pada Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN-Indonesia) serta
sedang menunggu proses pengambilan sumpah advokat, sedangkan Pemohon III
(Melianus Alopada) adalah mahasiswa hukum yang aktif dalam kegiatan advokasi dan
pendampingan masyarakat kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para Pemohon selama
ini aktif melakukan kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat dalam berbagai

persoalan sosial dan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberlakuan Pasal 406 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
menggunakan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu
perbuatan tersebut dilakukan” dalam menentukan perbuatan yang dianggap melanggar
kesusilaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon dalam menjalankan
aktivitas advokasi di masyarakat. Ketidakpastian norma tersebut berpotensi menghambat
Para Pemohon dalam menjalankan kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat,
sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2020 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007, Mahkamah telah merumuskan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional
Pemohon, yang dalam permohonan a quo dijelaskan sebagai berikut:
1. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak
konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara
hukum serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam
konsepsi negara hukum (rechtsstaat), pembentukan norma pidana harus dilakukan
secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi karena hukum pidana menyangkut
pembatasan kemerdekaan warga negara melalui ancaman sanksi pidana. Oleh
karena itu, jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
mencakup pula kejelasan rumusan norma pidana agar warga negara dapat
mengetahui secara rasional batasan perbuatan yang dilarang oleh hukum,
sehingga Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh
perlindungan dari norma pidana yang tidak jelas atau menimbulkan

ketidakpastian hukum.



2. Hak konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma a quo
Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum
yang adil dirugikan oleh berlakunya Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pemaknaan
“melanggar kesusilaan” dalam Penjelasan Pasal 406 yang dihubungkan dengan
ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan
tersebut dilakukan”. Rumusan tersebut menjadikan batasan perbuatan yang dapat
dipidana tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma hukum yang tertulis, melainkan
oleh standar sosial yang bersifat kontekstual, dinamis, dan berbeda antar
~masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara,
termasuk Para Pemohon, dalam memahami secara pasti batasan perbuatan yang
dilarang oleh hukum pidana. Kondisi demikian secara langsung berkaitan dengan
jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip negara
hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

3. Kerugian konstitusional bersifat spesifik dan setidak-tidaknya potensial
Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik dan setidak-
tidaknya potensial karena Para Pemohon berada dalam jangkauan langsung
keberlakuan norma pidana Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan ukuran “nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”
dalam menentukan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan menimbulkan
ketidakpastian mengenai batasan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.
Ketidakpastian tersebut berimplikasi pada posisi Para Pemohon sebagai subjek
hukum pidana yang tidak dapat secara rasional memprediksi konsekuensi hukum
dari suatu perbuatan, sehingga kerugian konstitusional tersebut setidak-tidaknya
bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dan berkaitan langsung dengan
jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan norma yang
diuji
Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Para

Pemohon dengan berlakunya Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
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tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pemaknaan “melanggar
kesusilaan™ dalam Penjelasan Pasal 406 yang menggunakan ukuran “nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”.
Penggunaan ukuran sosial yang kontekstual tersebut menyebabkan batasan
perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana menjadi tidak sepenuhnya ditentukan
oleh rumusan norma tertulis, melainkan bergantung pada penilaian sosial yang
dapat berbeda antar masyarakat dan waktu tertentu. Kondisi inilah yang secara
langsung menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon sebagai warga
negara yang tunduk pada hukum pidana nasional, sehingga kerugian
konstitusional yang didalilkan Para Pemohon merupakan konsekuensi dari
keberlakuan norma a quo.

5. Kemungkinan kerugian konstitusional tidak terjadi apabila permohonan
dikabulkan
Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas
berpotensi tidak terjadi apabila Mahkamah Konstituéi mengabulkan permohonan
a quo, baik melalui penafsiran konstitusional maupun pembatasan makna norma
Pasal 406 Undang-Undang Nomor | Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sehingga batasan perbuatan yang dapat dipidana menjadi lebih
jelas, tegas, dan dapat diprediksi oleh warga negara. Dengan adanya kepastian
mengenai batasan norma pidana tersebut, jaminan kepastian hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip negara hukum dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dapat terlindungi.

10. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai
Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, juncto Pasal 4 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta memenuhi syarat kerugian
konstitusional sebagaimana dipraktikkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
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1.

11. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan pengujian Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

POKOK-POKOK PERMOHONAN

. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan

Kedudukan Hukum Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan

menjadi dasar bagi pengajuan pokok permohonan ini.

. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Kedua ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara wajib menjamin
adanya hukum yang jelas, adil, dan tidak sewenang-wenang, termasuk dalam

pembentukan norma hukum pidana.

. Bahwa konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung prinsip bahwa
seluruh tindakan negara, termasuk pembentukan norma pidana, harus didasarkan pada
hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam teori negara hukum
yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl, negara hukum ditandai oleh adanya
perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian
kekuasaan, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip-prinsip tersebut
menunjukkan bahwa hukum tidak boleh memberikan ruang kesewenang-wenangan
dalam pembatasan hak warga negara, khususnya melalui hukum pidana. Oleh karena itu,
penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengaturan perilaku warga negara harus

didasarkan pada norma yang dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan
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ketidakpastian dalam penerapannya, sehingga sejalan dengan prinsip perlindungan hak
asasi manusia dalam negara hukum.

. Bahwa dalam perkembangan teori negara hukum modern, Jan Michiel Otto menegaskan
bahwa kepastian hukum merupakan unsur fundamental dari negara hukum. Kepastian
hukum mencakup adanya norma hukum yang jelas, konsisten, dapat diakses, dan dapat
diprediksi oleh warga negara. Dengan adanya kepastian hukum, warga negara dapat
memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Prinsip
kepastian hukum tersebut menjadi sangat penting dalam hukum pidana karena hukum
pidana berkaitan langsung dengan kewenangan negara untuk membatasi kemerdekaan
seseorang melalui pemidanaan. Oleh karena itu, perumusan norma pidana harus
memenuhi standar kejelasan dan ketegasan agar tidak menimbulkan penafsiran yang
berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum.

. Bahwa jaminan kepastian hukum sebagai salah satu unsur negara hukum tersebut
ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum
yang adil. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum oleh aparat
penegak hukum, tetapi juga berkaitan dengan kualitas perumusan norma dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum mensyaratkan
adanya perumusan delik yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, batasan norma
yang tegas, serta ukuran yang objektif dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak
pidana. Tanpa rumusan yang jelas, norma pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum dan membuka ruang penafsiran subjektif dalam penegakan hukum, yang pada
akhirnya dapat merugikan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Bahwa dalam hukum pidana, asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang
membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana kepada warga negara. Asas
tersebut dikenal melalui doktrin klasik nullum delictum nulla poena sine lege praevia,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa
dasar hukum yang telah ada sebelumnya.

Asas legalitas tidak hanya menuntut adanya undang-undang sebagai dasar pemidanaan,

tetapi juga menuntut agar norma pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak
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multitafsir, sehingga warga negara dapat mengetahui secara rasional perbuatan apa yang
dilarang oleh hukum.
Dalam doktrin hukum pidana modern, asas legalitas mencakup beberapa prinsip penting,
antara lain /ex certa, yaitu keharusan agar rumusan delik pidana disusun secara jelas dan
tidak kabur, serta lex stricta, yaitu larangan penggunaan penafsiran yang memperluas
norma pidana di luar rumusan undang-undang. Prinsip-prinsip tersebut merupakan
jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan pemidanaan yang sewenang-
wenang dalam negara hukum.
Pemikiran tersebut juga tercermin dalam pandangan para ahli hukum pidana Indonesia,
antara lain Moeljatno, yang menegaskan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan
terhadap perbuatan yang telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang, karena
hukum pidana berkaitan langsung dengan pembatasan kemerdekaan seseorang oleh
negara.
Dengan demikian, kejelasan rumusan norma pidana merupakan syarat konstitusional
dalam negara hukum, khususnya untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
. Bahwa prinsip kejelasan rumusan delik pidana (lex certa) menjadi sangat penting dalam
pengaturan delik kesusilaan, karena delik kesusilaan pada dasarnya berkaitan dengan
penilaian sosial dan moral yang dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat
lainnya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang berkewajiban merumuskan norma
pidana kesusilaan secara jelas dan terukur agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam penerapannya.
Dalam konteks tersebut, Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan konsep “melanggar kesusilaan” sebagai
unsur delik yang dalam penjelasannya dikaitkan dengan ukuran “nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat”.
Bahwa Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan

mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang
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10.

11.

12.

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan

waktu perbuatan tersebut dilakukan.”
Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai
pelanggaran kesusilaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma undang-undang,
melainkan juga oleh ukuran sosial yang hidup dalam masyarakat.
Bahwa ketergantungan norma pidana pada ukuran sosial yang bersifat dinamis tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena standar kesusilaan dapat berubah
menurut tempat, waktu, dan konteks sosial tertentu. Dalam keadaan demikian, warga
negara tidak selalu dapat memprediksi secara rasional apakah suatu perbuatan akan
dinilai sebagai tindak pidana atau tidak.
Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana,
khususnya prinsip lex cerfa, yang menuntut agar rumusan delik pidana disusun secara
jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.
Bahwa dalam kerangka negara hukum, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai
sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga
negara dari kemungkinan penggunaan kekuasaan negara secara berlebihan. Oleh karena
itu, penggunaan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” dalam norma pidana
harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menggeser prinsip kepastian hukum sebagai
salah satu unsur utama negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa dalam hukum pidana, rumusan delik harus memberikan batas yang jelas mengenai
perbuatan yang dilarang, sehingga ukuran pemidanaan tidak bergantung pada penilaian di
luar rumusan undang-undang. Ketika penentuan pelanggaran kesusilaan dikaitkan dengan
‘;nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”, maka batasan delik tidak sepenuhnya
ditentukan oleh norma tertulis, melainkan juga oleh standar sosial yang dapat berubah-
ubah. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma kesusilaan dalam
Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dengan prinsip lex certa dalam asas legalitas, karena kepastian mengenai
perbuatan yang dilarang tidak sepenuhnya bersumber dari rumusan undang-undang
Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memperkenalkan konsep hukum

yang hidup dalam masyarakat (/iving law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-
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13.

14.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang
berbunyi:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa
seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-
Undang ini.”
Penjelasan pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam
masyarakat merupakan norma sosial yang keberadaannya diakui sepanjang tidak
bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum.
Bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum
pidana nasional pada dasarnya merupakan kebijakan hukum pidana (criminal policy)
yang bertujuan mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam
masyarakat Indonesia. Namun demikian, penggunaan hukum yang hidup dalam
masyarakat sebagai ukuran dalam norma pidana tetap harus ditempatkan dalam kerangka
asas legalitas dan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental negara hukum.
Dalam konteks inilah, penggunaan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”
dalam Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan
ketidakpastian dalam penerapan norma pidana kesusilaan.
Bahwa hubungan antara norma pidana kesusilaan dalam Pasal 406 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan konsep
hukum yang hidup dalam masyarakat menunjukkan adanya keterkaitan antara penilaian
hukum pidana dan standar sosial yang berkembang dalam masyarakat. Keterkaitan
tersebut berpotensi menimbulkan variasi penafsiran dalam penegakan hukum pidana
apabila tidak disertai batasan normatif yang jelas dalam undang-undang.
Dalam keadaan demikian, warga negara dapat mengalami kesulitan untuk memprediksi
secara rasional batas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran
kesusilaan, sehingga berimplikasi pada terganggunya jaminan kepastian hukum dalam

negara hukum.
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16.

17.

Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia berada dalam jangkauan
berlakunya norma pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Keberadaan norma yang menggunakan ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”
dalam menentukan pelanggaran kesusilaan menimbulkan ketidakpastian bagi Para
Pemohon mengenai batas perilaku yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Ketidakpastian tersebut berkaitan langsung dengan hak konstitusional Para Pemohon
untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa norma pidana yang menggunakan ukuran sosial yang dinamis berpotensi
menempatkan warga negara, termasuk Para Pemohon, dalam kondisi tidak dapat
memprediksi secara rasional konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang berkaitan
dengan ekspresi tubuh, perilaku sosial, maupun interaksi yang dapat dinilai sebagai
pelanggaran kesusilaan menurut standar sosial tertentu.

Kondisi demikian berimplikasi pada potensi penggunaan hukum pidana secara tidak
seragam dan membuka kemungkinan penafsiran yang berbeda dalam penegakan hukum,
sehingga menimbulkan kerugian konstitusional berupa terganggunya jaminan kepastian
hukum dalam negara hukum.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat
(causal verband) dengan keberadaan norma Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggunakan ukuran “nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat” sebagai dasar penilaian pelanggaran kesusilaan, yang
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon yang secara aktif melakukan
kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat karena Para Pemohon tidak dapat
secara rasional memprediksi batas perilaku atau interaksi sosial yang dapat dinilai
sebagai pelanggaran kesusilaan menurut standar sosial tertentu, dan sebagai warga negara
Indonesia yang tunduk pada sistem hukum pidana nasional Para Pemohon sewaktu-waktu
dapat berada dalam jangkauan penerapan norma pidana kesusilaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor | Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, sehingga terdapat hubungan langsung antara keberlakuan norma a quo
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Iv.

18.

dengan potensi kerugian konstitusional Para Pemohon dalam menjalankan aktivitas sosial
dan advokasi sebagai warga negara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memandang bahwa norma
Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Kkhususnya penjelasan mengenai ukuran “nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat”, menimbulkan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip
negara hukum dan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, PARA

PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan frasa “melanggar kesusilaan” dan frasa “nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat” dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
penentuan yang “melanggar kesusilaan” harus didasarkan pada ukuran norma
hukum yang jelas, objektif, dan dapat diprediksi;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

LI

sebagaimana mestinya;

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

18



V. PENUTUP
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